
 
BUPATI YAHUKIMO 

PROVINSI PAPUA 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 

NOMOR:  4  TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI YAHUKIMO, 

Menimbang : a.  bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 
28Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah,Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu yaitu peraturan 
daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Retribusi Izin Gangguan ( Lembaran Daerah Kabuaten 

Yahukimo Tahun 2014 Nomor 2); 
 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali 

palinglama 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks 

harga dan perkembangan perekonomian; 

 
c. bahwa sehubungan adanyanya peninjauan kembali tarif 

retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali serta 

dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 

membentukPeraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu; 

 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

RepublikIndonesia Tahun 1945; 

 
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 

Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-

kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2909); 

 
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 3209);  

 

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar 

Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3214); 
 

 

 



 

 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 4045); 
 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 

Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4151); 

 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

IndonesiaNomor 4247); 
 

8. Undang-undang nomor 26 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, 
Kaupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, 

Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 

Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, 

Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 

Teluk Wondama di Provinsi Papua ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43890); 
 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor5234); 

 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);  

 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679);  

 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

 



 

 
 

14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 

2015tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 965); 

 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ); 
 

16. Peraturan daerah kabupaten yahukimo nomor 

 
17. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04  Tahun  

2016 Tentang  Pembentukan  dan  Susunan  Perangkat  

Daerah Kabupaten Yahukimo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04 ); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 
dan 

BUPATI YAHUKIMO 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Yahukimo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

PemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Yahukimo. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalahlembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahandaerah. 

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas sesuai dengan 
peraturanperundang-undangan yang berlaku. 

6. Wilayah Daerah adalah seluruh wilayah daerah Kabupaten Yahukimo. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan,baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 

usaha yangmeliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badanusaha milik negara (BUMN), atau badan 
usaha milik daerah (BUMD) dengannama dan dalam bentuk apa pun, 

firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politikatau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrakinvestasi 
kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 

Daerahsebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 
yang khususdisediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah 

untuk kepentinganorang pribadi atau Badan. 

9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam 
rangkapemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 

dimaksudkan untukpembinaan, pengaturan, pengendalian dan 

pengawasan atas kegiatan,pemanfaatan ruang, serta penggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana,sarana atau fasilitas tertentu 

guna melindungi kepentingan umum dan menjagakelestarian 

lingkungan. 

10. Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh 
Pemerintah 



11. Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, 

mengubah,memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan 

gedung sesuai denganpersyaratan administratif dan persyaratan teknis 

yang berlaku.  
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang 

menyatudengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya 

berada di atasdan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi 
sebagai tempat manusiamelakukan kegiatannya, baik untuk hunian 

atau tempat tinggal, kegiatankeagamaan, kegiatan usaha, kegiatan 

sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 
13. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil 

pekerjaankonstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 

sebagian atauseluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah 
dan/atau air, yang tidakdigunakan untuk tempat hunian atau tempat 

tinggal. 

14. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada 

orangpribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan 
bahaya,kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat 

usaha/kegiatan yang telahditentukan oleh Pemerintah Pusat atau 

Pemerintah Daerah. 
15. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan 

jasaangkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, 

serta lintasantetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal. 
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan 

untukangkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 

17. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 
pengelolaan danpemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya 

mulai dari pra produksi,produksi, pengolahan sampai dengan 

pemasaran, yang dilaksanakan dalamsuatu sistem bisnis perikanan. 
18. Izin Usaha Perikanan adalah izin tertulis yang harus dimiliki 

perusahaanperikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan 

menggunakan saranaproduksi yang tercantum dalam izin tersebut. 

19. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan 
yangtidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara 

apapun. 

20. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang 
selanjutnya disebutPerpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh 

Gubernur atauBupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada 

pemberi kerja tenaga kerjaasing sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 

21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut 

peraturanperundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaranretribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu. 

22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

bataswaktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentudari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD 

adalah buktipembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan denganmenggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 

cara lain ke kas daerahmelalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 

Bupati. 
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 

adalahsurat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusiyang terutang. 
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 

disingkatSKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihanpembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripadaretribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD 

adalah suratuntuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi 
administratif berupa bungadan/atau denda.  
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27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 

data,keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 

profesionalberdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan daerah dan retribusi 

dan/atau untuk tujuan lain dalamrangka melaksanakan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakandaerah dan retribusi 
daerah. 

28. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 

serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 
serta mengumpulkanbukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana di bidang retribusiyang terjadi serta menemukan 

tersangkanya. 

 
BAB II 

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

Pasal 2 
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 

b. Retribusi Izin Gangguan; 
c. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan 

d. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. 

 
BAB III 

NAMA DAN OBJEK RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Pasal 3 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi 

ataspelayanan pemberian izin mendirikan suatu bangunan yang diterbitkan 
olehPemerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud 

dalamPasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu 
bangunan. 

(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

kegiatanpeninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan 
pembangunannya agar tetapsesuai dengan rencana teknis bangunan dan 

rencana tata ruang, dengan tetapmemperhatikan koefisien dasar bangunan 

(KDB), koefisien luas bangunan(KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) 
dan pengawasan penggunaanbangunan yang meliputi pemeriksaan dalam 

rangka memenuhi syaratkeselamatan bagi yang menempati bangunan 

tersebut. 

(4) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalahpemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah 

Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Retribusi Izin Gangguan 

Pasal 4 
(1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai 

pembayaranatas pelayanan pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang 

dapat menimbulkanancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan oleh 
Pemerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

badalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau 

Badanyang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau 
gangguan,termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara 

terus-menerusuntuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, 

keselamatan atau kesehatanumum, memelihara ketertiban lingkungan dan 
memenuhi norma keselamatandan kesehatan kerja. 

 



 

 

 

 
(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalahtempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau 

PemerintahDaerah. 
 

Bagian Ketiga 

Retribusi Izin Trayek 
Pasal 5 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran 

ataspelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk 
menyediakanpelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau 

beberapa trayektertentu dalam wilayah daerah oleh Pemerintah Daerah. 

(2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

cadalah pemberian izin kepada Badan untuk menyediakan pelayanan 
angkutanpenumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. 

 

Bagian Keempat 
Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Pasal 6 

(1) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi 
sebagaipembayaran atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi 

atau Badanuntuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan 

pembudidayaan ikan yangditerbitkan oleh Pemerintah Daerah. 
(2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan 

untukmelakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan. 
 

Bagian Kelima 

Retribusi Perpanjangan IMTA 

Pasal 7 
(1) Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut retribusi 

sebagaipembayaran atas pelayanan pemberian perpanjangan Izin 

MempekerjakanTenaga Kerja Asing yang diterbitkan oleh Pemerintah 
Daerah. Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2huruf e adalah pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja 

tenagakerja asing. 
(2) Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidaktermasuk Instansi Pemerintah, Perwakilan Negara Asing, Badan-

badanInternasional, Lembaga Sosial, Lembaga Keagamaan dan Jabatan 
Tertentudi Lembaga Pendidikan. 

 

BAB IV 

SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI 
Pasal 8 

(1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan 

yangmemperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. 
(2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan 

yangmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi 

diwajibkan untukmelakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 
atau pemotong RetribusiPerizinan Tertentu. 

 

BAB V 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Bagian Kesatu 

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Pasal 9 
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

didasarkan atasrencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, koefisien 

dasar bangunan (KDB),koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian 
bangunan (KKB), koefisiendaerah hijau (KDH) dan pengawasan serta 

pengendalian penggunaan bangunan. 



 

 

Bagian Kedua 

Retribusi Izin Gangguan 
Pasal 10 

Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Izin Gangguan diukur berdasarkan 

indekslokasi, tingkat gangguan yang ditimbulkan dan indeks luas tempat 
usaha yang 

dimintakan izin. 

 
Bagian Ketiga 

Retribusi Izin Trayek 

Pasal 11 
Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Trayek diukur dari tingkat pelayanan 

jasayang diberikan seperti penggunaan peralatan dan/atau sarana dan 

prasarana,pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau 

kegiatan penggunaansumber daya manusia dan fasilitas tertentu guna 
melindungi kepentingan umum. 

 

Bagian Keempat 
Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Pasal 12 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan diukur dari 
tingkatpelayanan jasa yang diberikan, seperti hasil produksi, penggunaan 

peralatandan/atau sarana dan prasarana, pembinaan, pengaturan, 

pengendalian danpengawasan atau kegiatan penggunaan sumber daya alam 
dan fasilitas tertentuguna melindungi kepentingan umum. 

 

Bagian Kelima 
Retribusi Perpanjangan IMTA 

Pasal 13 

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Perpanjangan IMTA diukur dari 

tingkatpelayanan jasa yang diberikan, seperti biaya penerbitan dokumen izin, 
pengawasandi lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya 

dampak negatif dariperpanjangan IMTA. 

 
BAB VI 

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF 
Pasal 14 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan 

Tertentudidasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh 
biayapenyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 

hukum,penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin 
tersebut. 

 

Pasal 15 
(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukandengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan 
perekonomian. 

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkandengan Peraturan Bupati. 
 

BAB VII 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 

Bagian Kesatu 
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Pasal 16 

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kegiatan yang dilaksanakan. 
(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkansebagaimana tersebut pada lampiran I peraturan daerah ini: 



 

 

 

 
Bagian Kedua 

Retribusi Izin Gangguan 

Pasal 17 
(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin gangguan yang diberikan. 

(2) Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 

perusahaanmelakukan usahanya. 
(3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkansebagaimana pada lampiran II perturan daerah ini: 

 
Bagian Ketiga 

Retribusi Izin Usaha Perikanan 

Pasal 18 

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis izin usaha perikanan 
yangdiberikan. 

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkansebagaimana tersebut pada lampiran III Peraturan Daerah ini: 
 

Bagian Keempat 

Retribusi Perpanjangan IMTA 
Pasal 19 

(1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis IMTA yang diberikan. 

(2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkansebesar US $ 100 (seratus dollar Amerika) per jabatan/bulan 

untuk setiaptenaga kerja asing dan dibayarkan dimuka. 

(3) Kurs dollar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kurs dollar 
yangberlaku pada saat izin dikeluarkan. 

 

BAB VIII 

PEMUNGUTAN RETRIBUSI 
Bagian Kesatu 

Tempat Pemungutan 

Pasal 20 
Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipungutdi 

wilayah Daerah. 

 
Bagian Kedua 

Tata Cara Pemungutan 

Pasal 21 
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain 

yangdipersamakan. 

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapatberupa karcis, kupon dan kartu langganan. 
(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya 

ataukurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak 
ataukurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. 

(4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

didahuluidengan Surat Teguran. 
(5) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut 

denganPeraturan Bupati. 

 
Bagian Ketiga 

Penagihan 

Pasal 22 

(1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan 
SuratTeguran. 

(2) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai 

awaltindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan segera setelah 
7 (tujuh)hari sejak jatuh tempo pembayaran. 



(3) Dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal 

suratteguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus 

melunasiretribusinya yang terutang. 

(4) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud 
padaayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk. 

 

Bagian Keempat 
Pemanfaatan 

Pasal 23 

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan 
untukmendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan 

pelayananyang bersangkutan. 

 
Bagian Kelima 

Keberatan 

Pasal 24 

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati 
ataupejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang 

dipersamakan. 

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan 
disertaialasan-alasan yang jelas. 

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan 

sejaktanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu 
dapatmenunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena 

keadaan diluar kekuasaannya. 

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
adalahsuatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib 

retribusi. 

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi 
danpelaksanaan penagihan retribusi. 

 

Pasal 25 

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal 
SuratKeberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang 

diajukandengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk 
memberikankepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang 

diajukan harusdiberi keputusan oleh Bupati. 

(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya 
atausebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat 

danBupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan 
tersebutdianggap dikabulkan. 

 

Pasal 26 

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
kelebihanpembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan 

bunga sebesar2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) 

bulan. 
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak 

bulanpelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. 

 
BAB IX 

MASA RETRIBUSI 

Pasal 27 
(1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 

bataswaktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah 

Daerah. 

(2) Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Bupatisebagai dasar untuk menghitung besarnya retribusi. 

 

 
 

 



 

BAB X 

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN 

KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI 
Pasal 28 

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat 

mengajukanpermohonan pengembalian kepada Bupati. 
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak 

diterimanyapermohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi 

sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan. 
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui 

danBupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan 

pengembalianpembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB 
harus diterbitkandalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, 

kelebihanpembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

langsungdiperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi 
tersebut. 

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud 

padaayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan 
sejakditerbitkannya SKRDLB. 

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah 

lewat2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua 
persen)sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 

retribusi. 

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksudpada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 

BAB XI 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI 

Pasal 29 

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusi. 
(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana 

dimaksudpada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib 

retribusi. 
(3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan 

retribusisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 

PeraturanBupati. 
 

BAB XII 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 
Pasal 30 

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa 

setelahmelampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya 

retribusi,kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang 
retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)tertangguh jika: 
a. diterbitkan surat teguran; atau 

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung 

maupuntidak langsung. 
(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2)huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya 

suratteguran tersebut. 
(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud 

padaayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya 

menyatakan masihmempunyai utang retribusi dan belum melunasinya 

kepada Pemerintah Daerah. 
(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 

padaayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran 

ataupenundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib 
retribusi. 

 



 

 

Pasal 31 

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk 
melakukanpenagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. 

(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi kabupaten 

yangsudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 
(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur 

lebihlanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
 

 

BAB XIII 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal 32 

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan 

untukmenguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam 
rangkamelaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi. (2) Wajib 

retribusi yang diperiksa wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 
yangmenjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

objekretribusi yang terutang; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan 
yangdianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran 

pemeriksaan;dan/atau 

c. memberikan keterangan yang diperlukan. 
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur 

denganPeraturan Bupati. 

 
BAB XIV 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 33 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Instansi yang melaksanakan 
pemungutanretribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja 

tertentu. 

(2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
sebesar5% (lima persen) dari rencana penerimaan retribusi perizinan 

tertentu dalamtahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi 

perizinan tertentu. 
(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

melaluiAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 

berkenaan. 
(4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud 

padaayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

dandiatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

 
BAB XV 

PENYIDIKAN 

Pasal 34 
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah 

diberiwewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan 

tindak pidanadi bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-UndangHukum Acara Pidana. 

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai 

negerisipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh 
pejabat yangberwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau 
laporanberkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar 

keterangan ataulaporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang 
pribadiatau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 

sehubungandengan tindak pidana retribusi; 



c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau 

badansehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan 

tindakpidana di bidang retribusi; 
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti 

pembukuan,pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan 

terhadap bahanbukti tersebut; 
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 

penyidikantindak pidana di bidang retribusi; 

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan 
ruanganatau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan 

memeriksaidentitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi; 
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa 

sebagaitersangka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dan/atau 

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikantindak 
pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan 

peraturanperundang-undangan. 

l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada 

Penuntut Umummelalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia, sesuai denganketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 35 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga 
merugikankeuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) 

bulan atau pidanadenda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang 

yang tidak atau kurangdibayar. 

 
Pasal 36 

(1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) merupakan 

penerimaankas daerah. 
(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 merupakan penerimaan 

negara. 

 
BAB XVII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 37 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, retribusi yang masih terutang 

berdasarkan Peraturan Daerah tentang jenis Retribusi Perizinan 

Tertentusebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sepanjang tidak diatur dalam 

PeraturanDaerah ini, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun 
terhitung sejaksaat terutang. 

 

BAB XVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 38 

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah 
Kabupaten Yahukimo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Retribusi Izin Gangguan ( 

Lembaran Daerah Kabuaten Yahukimo Tahun 2014 Nomor 2), dicabut dan 

dinyatakan tidakberlaku. 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Pasal 39 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

PeraturanDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Yahukimo. 
 

Ditetapkan di Sumohai 

pada tanggal: 4 Juli 2018  
 

BUPATI YAHUKIMO, 

 
      CAP/TTD 

 

   ABOCK BUSUP 
          

 

 

 Diundangkan di Sumohai 

Pada tanggal 04 Juli 2018  

 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 

 

CAP/TTD 
 

 TARULLY MANIAGASI, SE 

                   
LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN  2018  NOMOR  04 

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO 

PROVINSI PAPUA : 04/ 2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

 
 

MUSTAN 

            NIP.19681221200312 1005 

 



 

 

   Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo 

            Nomor   : 04 Tahun 2018 

            Tanggal : 04 Juli 2018 

 

Lampiran bagunan gedung 
 

  Keterangan: 

 

 A. bangunan gedung 

1. pembangunan bangunan 
gedung baru : (L x It x 

1,00 x HSbg)+ biaya 

administrasi 
2. rehabilitasi/renovasi 

bangunan gedung : (L x 

lt x Tk x HSbg)+ biaya 
administrasi 

 

 
 

 

L : luas lantai bangunan gedung 
V  : volume/besaran (dalam satuan 

m2, m’, unit) 

I :  indeks 
It :  indeks terintegrasi 

Tk :  tingkat kerusakan 

HSbg : harga satuan retribusi 
bangunan gedung 

HSpbg : harga satuan retribusi 

prasarana bangunan gedung 

1,00 : indeks pembangunan baru 
 

 B. bangunan bukan gedung 

(prasarana bangunan 

gedung) 
1. bangunan bukan gedung 

(prasarana bangunan 

gedung) baru: (V x l x 
1,00 x HSpbg) + biaya 

administrasi 

2. rehabilitasi/renovasi 
bangunan bukan gedung 

(prasarana bangunan 

gedung) : (V x l x Tk x 
HSpbg) + biaya 

administrasi 

 

   

 

Pengaturan mengenai indeks serta harga satuan retribusi bangunan gedung 

danbangunan bukan gedung (prasarana bangunan gedung) yang digunakan 
dalam penghitungan besaran tarif retribusi  

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 
 

BUPATI YAHUKIMO, 
 

   CAP/TTD 

 

   ABOCK BUSUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

 
 
 

MUSTAN 

              NIP.19681221200312 1005 

 



 

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo 

                  Nomor   : 04 Tahun 2018 

                  Tanggal : 04 Juli 2018 

 

STRUKTUR DAN BESARAN TARIS RETRIBUSI IZIN GANGGGUAN 

Modal Usaha (Rp) 

0,1 – 15 juta 

16 – 25 juta 

26 – 50 juta 

51 – 100 juta 

101 – 200 juta  

201 – 300 juta 

301 – 400 juta 

401- 500 juta 

501 – 600 juta 

601 – 1 milyar  

Di atas 1 milyar 

Potensi gangguan 

Indeks 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Indeks 

Sangat besar 

Besar 

Sedang  

Kecil 

Sangat kecil 

5 

4 

3 

2 

1 

Lokasi 

Jalan Provinsi 

Jalan Kabupaten 

Jalan lingkungan 

Indeks 

3 

4 

5 

Luas Tempat Usaha 

0,1 s/d 25 m2 

26 s/d 50 m2 

51 s/d 75 m2 

76 s/d 100 m2 

101 s/d 125 m2 

126 s/d 150 m2 

151 s/d 175 m2 

176 s/d 200 m2 

201 s/d 225 m2 

226 s/d 250 m2 

251 s/d 275 m2 

276 s/d 300 m2 

301 s/d 325 m2 

326 s/d 350 m2 

351 s/d 375 m2 

376 s/d 400 m2 

401 s/d 500 m2 

Diatas 500 m2 

Tarif (Rp) 

120.000 

150.000 

200.000 

250.000 

300.000 

350.000 

400.000 

450.000 

500.000 

550.000 

600.000 

650.000 

700.000 

750.000 

800.000 

850.000 

900.000 

1.000.000 

 

BUPATI YAHUKIMO, 

 

    CAP/TTD 
 

   ABOCK BUSUP 
 

 

 

 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

 
 
 

MUSTAN 

              NIP.19681221200312 1005 

 



 

 

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo 

                  Nomor   : 04 Tahun 2018 

                  Tanggal : 04 Juli 2018 

Pembudidayaan ikan 

Budidaya Air Tawar 

1. Kolam Air Deras ≥ 5 unit Rp. 25.000,- 
2. Kolam air tenang  

3. Penggelondongan Ikan Air Tawar Luas ≥ 0,5 Ha. Rp. 25.000, 

4. Pembenihan Ikan Air Tawar Luas ≥ 0,5 Ha. Rp. 75.000,- 

5. Kerambah jaring apung lebih dari 1 unit dengan ukuran 40x40M2.  
 

BUPATI YAHUKIMO, 

 

   CAP/TTD 
 

   ABOCK BUSUP 
 

 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

 
 
 

MUSTAN 

               NIP.19681221200312 1005 

 


